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ABSTRAK

Judul Skripsi : Analisis Pendafiaran Mercek Dagang “Mendoan™ Sebagai
Kearifan Lokal Dacrah Banyumas Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan
Indikasi Geografis

Namsa : Putra Partahi B Sitorus

Nim : 02121001076

Merek Mendoan telah terdaftar scbagai merck dagang dengan nomor IDM
237714 atas nama Fudji Wong. Akibat pendafiaran ini dikritik oleh masyarakat
Bmym?enddhrmmuekmdxhkukmFudemgh&kdnp‘t
dibenarkan, karena nama mendoarn telah menjadi milik umum dalam arti sebagai
kearifan lokal daerah Banyumas terkait dengan indikasi geografis. Dalam
penulisan skripsi ini masalah yvang dikaji adalah tentang kinerja dan prosedur
pendaﬂnnnymgtadnktepctdxhkukmoleh&genﬂkldengmmmgelmrhn
sertifikat merek mendoarn dan akibat hukum jika mendoan didaftarkan sebagai
merck dagang. Metode penilitian hukum dengan jenis penelitian bersifat yuridis
normatif, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan
yang dilakukan melalui pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus,
pendekatananahus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat merek mendoan yang dikeluarkan
oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual tidak tepat karena bertentangan dengan
pembatalan terhadap merek mendoan di Pengadilan Niaga.

Kata Kunci : Kearifan Lokal, Mendoan, Pendaftaran Merek

Indralaya, Desember 2016

Pembimbing Pembantu,
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berlakunya Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek
Tahun 2016) yang pada prinsipnya dalam undang-undang tersebut, merek yang
didaftarkan dilindungi oleh hukum. Hanya merek yang terdaftar di Ditjen Hak
Kekayaan Intelektual (HKI) negara memberikan hak atas merek kepada pemiliknya.
Sebagai hak eksklusif pemiliknya berhak menggunakan sendiri mereknya maupun
memberikan lisensi kepada pihak lain. Meskipun demikian apa yang diatur oleh
Undang-Undang Merek tersebut tidak sepenuhnya seperti yang diharapakan. Dalam
praktik kehidupan perdagangan di masyarakat ternyata masih banyak merek-merek
yang tidak/belum terdaftar. Hal itu bukan hanya ditemukan pada produk yang dijual
oleh pedagang kaki lima dan pasar tradisional melainkan sampai ke toko-toko besar
bahkan supermarket di seluruh daerah di Indonesia.t

Merek adalah bagian dari HKI yang merupakan hak yang berasal dari hasil
kemampuan intelektual manusia, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum yang
memadai. Brad Sherman dan Lionel Bentley menjelaskan bahwa Tuhan telah
menyediakan awal untuk melakukan proses kreativitas dan kemudian kontribusi yang

diberikan oleh pencipta, pendesain, dan penemu yang diekspresikan dalam berbagai

! Chandra Gita Dewi, “Merek Tidak Terdaftar dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia”,
Varia Peradilan, Nomor 1, (Jakarta, Oktober 2013), him. 77.



bentuk tersebut harus dilindungi oleh hukum, dengan kata lain, yang dilindungi oleh
hukum adalah unsur kreatif manusia yang diwujudkan dalam produk yang
dihasilkan.? Pendaftaran merek merupakan kewajiban hukum bagi pemilik merek
untuk mendapatkan hak atas merek. Cara pendaftaran sebuah merek hanya terbagi
dalam 2 (dua) macam sistem, yaitu sisem deklaratif dan sistem konstitutif.’

Pada sistem deklaratif hak atas merek diperoleh tanpa didasarkan pada
pendaftaran melainkan didasarkan pada pemakaian merek. Siapa yang pertama
memakai merek maka dialah yang berhak atas merek. Pendaftaran merek hanya
menimbulkan anggapan bahwa pendafatar sebagai pemakai pertama merek, tetapi
dapat pula pemilik merek menggunakan mereknya secara nyata dalam perdagangan.
Kelemahan sistem deklaratif tidak menjamin kepastian hukum, karena pendaftaran
merek tidak mutlak berpengaruh terhadap perolehan hak atas merek.* Dapat
dikatakan belum jaminan bahwa pendafatar merek tersebut adalah yang berhak atas
merek apabila pihak lawan dapat membuktikan diri sebagai pemakai pertama.
Pemakai pertama tidak selalu orang yang mendaftarkan merek. Sistem deklaratif ini
pernah dianut di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek
Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Sementara pada sistem konstitutif menekankan pada pendaftaran untuk

memperoleh hak atas merek. Pendaftar pertama merek sebagai yang berhak atas

2 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan
Prakteknya di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, him. 160.

% Chandra Gita Dewi, Loc. Cit.

4 1bid.



merek dan sifatnya mutlak. Memang terdapat kemungkinan di dalam praktik terdapat
dua macam merek yang sama-sama terdaftar, bentuknya bisa sama persis atau serupa.
Jika terjadi sengketa maka pada prinsipnya yang melakukan pendaftaran pertama
itulah yang berhak atas merek. Sistem konstitutif ini lah yang dianut dalam UU
Merek Tahun 2016. Dengan sifatnya tersebut sistem konstitutif memberikan
kepastian hukum kepada pemilik/pendaftar merek. Sudah dapat dipastikan pemilik
merek terdaftar memiliki hak atas merek, dan hal ini tidak perlu diragukan lagi.
Pemilik merek yang mendaftarkan merek diberikan Sertifikat Merek sebagai bukti
kepemilikan hak atas merek.®

Satu di antara perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama
dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan
berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi,
baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya.®
Hal ini pun berdampak terhadap perlindungan terhadap HKI yang semakin
berkembang, sehingga dirasa perlu mengganti dan menyempurnakan undang-undang
yang sebelumnya berlaku, untuk itu Indonesia telah menggunakan undang-undang
UU Merek Tahun 2016 dalam mengahadapi era perdagangan global, serta
mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, juga tindak lanjut dari
penerapan konvensi-konvensi internasional tentang merek yang telah diratifikasi oleh

Indonesia. Indonesia sudah menjadi negara anggota Paris Convention for the

® 1bid., him. 78.
® Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him. 89.



Protection of Industrial Property pada tanggal 1 Januari 1976, teks yang berlaku
untuk Indonesia adalah revisi dari teks Paris Convention yang dilakukan di London
pada tahun 1934, walaupun Indonesia terikat pada ketentuan Paris Convention,
namun kita masih memiliki kebebasan untuk mengatur undang-undang merek sendiri,
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah dibakukan dalam Paris
Convention.’

Merek merupakan aset sangat berharga bagi sebuah perusahaan, oleh karena
itu merek merupakan satu diantara aspek HKI yang dilindungi oleh pemerintah.
Merek akan memudahkan masyarakat dalam mengingat suatu produk, merek dapat
dikatakan adalah tanda pengenal asal barang dan jasa sekaligus mempunyai fungsi
menghubungkan barang dan jasa, yang bersangkutan dengan produsennnya, hal itu
menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang dan jasa
hasil usahanya. Merek juga berfungsi sebagai sarana promosi (means of trade
promotion) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha Yyang
memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan.® Untuk itu lah perlindungan
hukum yang memadai terhadap merek menjadi sangat penting.

Melalui perlindungan hukum yang memadai terhadap merek pihak konsumen
akan terlindungi  dari kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan dari adanya
pelanggaran merek. Pengertian merek sebagaimana yang diatur menurut Pasal 1

Angka 1 UU Merek Tahun 2016 menyebutkan, merek adalah tanda yang dapat

7 Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2003, him. 338.
& Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op. Cit., him. 171.



ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan
warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau
kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau
jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan
barang dan/atau jasa.

Dalam UU Merek Tahun 2016 merek dibagi menjadi 2 yaitu ; merek dagang
dan merek jasa.® Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UU Merek Tahun 2016 menyebutkan
merek dagang adalah merek yang digunakan pada merek yang diperdagangkan oleh
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan barang sejenis lainnya,° contoh Honda, Panasonic. Sementara
yang disebut merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan
hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya,** contoh Bank Rakyat
Indonesia, Asuransi Bumiputera.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuat merek yang
memenuhi persyaratan pendaftaran merek, diantaranya adalah merancang pembuatan

merek sebagai berikut ini :?

® Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

10 Ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

11 Ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

12 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian
Kontemporer, Graha llmu, Yogyakarta, 2010, him. 212-213.



a. Coined atau “fanciful” Words adalah proses proses membuat kata yang akan
dibuat menjadi merek. Kata yang dihasilkan tidak memiliki arti. Contoh
beberapa merek yang masuk kategori coined words adalah KODAK,
CASTROL.

b. Arbitrary Marks adalah cara membuat kata-kata yang memiliki arti namun
tidak ada hubungannya sama sekali dengan produk yang akan dilekatkan oleh
kata tersebut. Arbitrary Marks adalah cara yang paling tepat untuk
menghindari merek yang bersifat generik yaitu menerangkan benda yang akan
dijual atau memiliki keterkaitan dengan benda yang akan dijual atau memiliki
keterkaitan dengan benda atau bersifat deskriptif. Contoh merek yang
digolongkan dalam arbitrary marks adalah APPLE.

c. Suggestive marks adalah merek yang memiliki kata kunci yang terhubung
dengan satu atau beberapa karakteristik dari suatu produk. Contoh merek
“sunny” untuk pemanas listrik.

Pengaturan mengenai indikasi geografis juga diatur di dalam UU Merek
Tahun 2016 yakni pada pasal 53 yang mana hal ini penting untuk dicermati, terutama
bagi daerah-daerah yang memiliki potensi produk khas daerah. Dapat kita ketahui
dari Pasal 1 ayat 6, indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah
asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk

faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan



reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang
dihasilkan.!?

Sebagai contoh “Dodol Garut”, dodol memang banyak ragamnya, namun
“Dodol Garut” memiliki tekstur, ukuran serta ciri khas rasa yang sudah sangat
terkenal, berbeda dengan rasa dodol lainnya yang dibuat diluar daerah Garut. Rasa
tersebut disebabkan oleh sumber daya manusia dari daerah Garut, yang mana sudah
sejak lama membuat dan mengembangkan dodol. Bila dodol itu bukan dibuat oleh
orang dari daerah Garut, maka rasanya akan berbeda. Tidak seenak bila dibuat oleh
orang dari daerah Garut. Untuk itu tidak mungkin didaftarkan sebagai merek,
makanan atau kata yang telah menjadi ciri khas masyrakat Indonesia, bahkan
makanan dan kata tersebut telah menjadi suatu kebudayaan pada masyarakat
Indonesia, kata yang bersifat generik atau public domain, jenis seperti ini tidak dapat
dan dilarang untuk didaftarkan sebagai merek karena telah menjadi milik umum,
telah menjadi milik bangsa Indonesia, dan tentu saja bertentangan dengan ketertiban
umum yang mana akan menyinggung perasaan masyarakat bila jenis makanan atau
kata tersebut didaftarkan oleh seseorang sebagai merek atas namanya.

Begitu pula yang terjadi di Banyumas dengan “mendoan” asli Banyumas,
yang mana dapat dikatakan sebagai kearifan lokal dari daerah Banyumas, oleh
seorang pengusaha didaftarkan sebagai merek, yaitu merek Mendoan terdaftar dengan

IDM 237714 pada tanggal 23 Februari dan berlaku hingga 15 Mei 2018 dengan kelas

13 Ketentuan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.



merek 29, memang dalam kelas 29 ini tidak ada termasuk tempe.'* Merek “Mendoan”
tersebut ramai dibicarakan dan mendapatkan kritik keras dari berbagai kalangan
politisi, pejabat pemerintahan, serta masyarakat Banyumas. Fudji Wong sendiri
mengaku tidak punya niat untuk menguasai sendiri serta mendapatkan keuntungan
dari pendaftaran mendoan tersebut, ia tidak pernah melakukan gugatan kepada
pedagang mendoan di mana pun, tidak ada keinginan untuk meminta royalti apa pun,
kepada siapa saja yang menggunakan nama Mendoan. la mengatakan hanya ingin
nama Mendoan tidak keluar dari masyarakat Banyumas, apalagi sampai diklaim oleh
negara lain.®®

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis
yang akan dituangkan dalam tulisan yang berjudul “Analisis Pendafataran Merek
“Mendoan” Sebagai Kearifan Lokal Daerah Banyumas Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.”

14 Rivki, Polemik Mendoan, Kemenkum HAM: Kalau Keberatan, Silahkan Gugat ke
Pengadilan, diakses melalui http://news.detik.com/berita/3062830/polemik-mendoan-kemenkum-ham-
kalau-keberatan-silakan-gugat-ke-pengadilan pada tanggal 27 Juni 2016 pukul 15.37 WIB.

5 Supriatin, Kisruh Merek Mendoan, diakses melalui
https://www.merdeka.com/peristiwa/kisruh-merek-dagang-mendoan.html pada tanggal 21 September
2016 pukul 18.10 WIB.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, permasalahan yang
muncul adalah sebagai berikut:
1. Apakah sertifikat pendaftaran merek Mendoan yang dikeluarkan oleh Ditjen
HKI sudah tepat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Merek dan Indikasi Geografis ?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan jika “Mendoan” yang merupakan
kearifan lokal didaftarkan sebagai merek berdasarkan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah :

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan sertifikat pendaftaran merek Mendoan
yang dikeluarkan Ditjen HKI sudah tepat atau tidak berdasarkan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan bila
Mendoan didaftarkan sebagai merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
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2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis
Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap pembangunan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan Hak
Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat
berkontribusi mengembangkan pengetahuan mengenai hukum merek, agar
masyarakat Indonesia tidak salah menafsirkan pengaturan-pengaturan yang
berkaitan dengan merek serta indikasi geografis, sehingga dapat menghindari
sengketa atau masalah-masalah yang mungkin akan timbul dikemudian hari.

b. Manfaat Praktis
Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan
masyarakat dan pemilik merek serta memberikan pengetahuan mengenai
merek apa saja yang dapat didaftarkan. Selanjutnya diharapkan dapat
memberikan pemahaman kepada Ditjen HKI serta para pihak yang berperkara
mengenai aturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

D. Kerangka Teori
Fred N. Kerlinger menjelaskan pengertian teori sebagai “seperangkat konsep,
batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena

dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan
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dan memprediksikan tentang gejala itu.'® Dalam penelitian ini, penulis menggunakan
teori perlindungan hukum serta beberapa teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang

berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

1. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan
pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum
merupakan alat rekayasa sosial (law as tool of social engginering). Kepentingan
manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang
hukum.

Perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari masalah Hak Asasi Manusia,
khususnya bidang ekonomi, sosial dan budaya, yaitu berkaitan dengan pemenuhan
hak atas ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni. 8

Dengan teori perlindungan hukum, suatu ciptaan atau karya atau segala
macam bentuk HKI yang telah dilahirkan atau dibuat oleh penciptanya akan
mendapat perlindungan baik dilakukan melalui perlindungan hak ekonominya atau

perlindungan dalam hak moralnya atau juga bahkan keduanya. Dengan adanya

16 Salim, HS., Perkembangan Teori Dalam llmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2010, him. 7.

17 salim, HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis
dan Disertasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, him. 266.

18 Neni Sri Imaniyati, “Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak atas Iptek Budaya
dan Seni”, Jurnal Media Hukum, 17:1, (Bandung, Juni 2010), 163.
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perlindungan hukum akan menjamin eksistensi dari sebuah ciptaan atau HKI
tersebut.®

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah
adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu
kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya
dikemukakan pula bahwa satu diantara sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari
hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh
karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan

dalam bentuk adanya kepastian hukum.?

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI): 2*
e Reward Theory
Memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap
karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga
kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan
sebagai  imbangan  atas  upaya-upaya  kreatifnya  dalam

menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut.

19 Arif Lutviansari, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2010, him. 16.

20 Soetjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983, him.
121.

21 Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan
Bebas, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, him. 44-46.
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e Recovery Theory
Teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa
penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya
serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus
memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

e Incentive Theory
Teori ini mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan
insentif bagi para penemu/pencipta atau pendesain tersebut.
Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan
terpacunya kegiatan-kegiatan penilitian yang berguna.

e Economic Growth Stimulus Theory
Teori ini mengakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan suatu
alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan
pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu

sistem perlindungan atas HKI yang efektif.

E. Kerangka Konseptual
1. Pendaftaran Merek
Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif
dan sistem konstiutif (atributif). Undang-Undang Merek Tahun 2016 dalam sistem

pendaftarannya menganut sistem konstitutif. Dalam sistem konstiutif, hak atas merek
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diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan
karena adanya pendaftaran (required by registration). Dengan sistem konstitutif yang
berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya.
Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan
dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus
menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak.?
2. Kearifan Lokal

Kearifan lokal dapat diartikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal, yang
mengandung pandangan hidup (way of life) yang mengakomodasi kearifan hidup dan
kebijakan (wisdom) dan kearifan hidup. Secara umum maka local wisdom (kearifan
setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat
bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota
masyarakatnya.?® Dapat dikatakan kearifan lokal ini tercipta karena adanya kebiasaan,
kebiasaan diartikan sebagai perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam
kehidupan masyarakat mengenai suatu hal tertentu, dan jika kebiasaan itu diterima
oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan

sebagai sesuatu yang memang seharusnya.?*

22 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi
Hukumnya di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2003, him. 331-332.

2 Suyono Suyatno, Revitalisasi Kearifan Lokal sebagai Upaya Penguatan Identitas
Keindonesiaan, diakses melalui http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1366
pada tanggal 16 Juni 2016 pukul 14.50 WIB.

24 Revency Vania Rugebregt, Kearifan Lokal dalam Filosofi Penataan Lingkungan
Masyarakat Adat di Maluku, diakses melalui http://fhukum.unpatti.ac.id/lingkungan-hidup-
pengelolaan-sda-dan-perlindungan-hak-hak-adat/270-kearifan-lokal-dalam-filosofi-penataan-


http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1366
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F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian
Penelitian  yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum
normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum
kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.?® Penelitian hukum
normatif selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam
peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan seta norma-norma
hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan
pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat

hubungan suatu aturan dengan aturan yang lainnya secara hierarki.

2. Pendekatan Penelitian
Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan undang-undang
(statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan analitis
(analytical approach).
a. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)
Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis

semua undang-undang dan pengaturan atau regulasi yang bersangkut paut

lingkungan-masyarakat-adat-di-maluku#_ftn1 pada tanggal 27 September 2016 pukul 16.46
WIB.
25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2009, him. 13-14.
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dengan isu hukum yang sedang ditangani.?® Dengan menggunakan pendekatan
undang-undang, maka akan membuka kesempatan bagi penulis untuk
mempelajari adakah aturan yang khusus mengenai pokok permasalahan.

. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan melakukan kajian
terhadap kasus yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dihadapi.
Objek kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau
reasoning vyaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu
putusan.?’ Ratio decidendi dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta-
fakta dalam suatu kasus. Dalam hal ini, fakta-fakta yang berkaitan dengan
dipilihnya hukum suatu negara dalam hal penyelesaian sengketa merek. Perlu
dikemukakan disini bahwa pendekatan kasus (case approach) tidak sama
dengan studi kasus (case study). Didalam pendeketan kasus, beberapa kasus
dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan
suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)

Pendekatan analitis dilakukan dengan cara menggunakan analisis kualitatif
untuk menganalisis kualitas dari perundang-undangan, yang didukung oleh
teori dan doktrin. Analisis kualitatif pada ilmu hukum berbeda dengan metode

kualitatif pada ilmu sosial, karena dasar pembenarannya yang berbeda. Pada

26 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Pranada Media Group, Jakarta 2005, him. 93.
2" 1bid., him. 94,
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ilmu hukum, penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif mendasarkan
pembenarannya pada teori, doktrin, dan pendapat para ahli hukum dan
menurut rumusan perundang- undangan. Sedangkan dalam ilmu sosial dasar

pembenarnya adalah fakta atau eksperimen.?

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang mana
terdiri dari :2°

a. Bahan Hukum Primer, meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta sumber hukum
lainnya yang terkait. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang
memiliki kekuatan mengikat.

b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi hasil-hasil penelitian (hukum) hasil karya
(ilmiah), buku, jurnal, pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan
permasalahan. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan indeks yang

berhubungan dengan permasalahan. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan

2 Meray Hendrik Mezak, “Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, Law
Review, Vol.V, No.3 (Tangerang: Fakultas hukum Universitas Pelita Harapan, 2006), him. 85.
29 Salim, HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit., him. 16.
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hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada
bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan
melakukan penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum
itu, yaitu menggunakan studi dokumenter, atau dapat juga diakatakan studi
kepustakaan. Studi kepustakaan ini akan membahas dan menganalisis data dengan
pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari
buku-buku literatur dan media elektronik relevan dengan permasalahan praktek

perkembangan penyelesaian sengketa pendaftaran merek.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan teknik analisis data yaitu
teknik deskriptif analitis,*® yang mana analisis data yang dipergunakan adalah
analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder,
pendeketan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan,
mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan
masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Setelah

bahan terkumpul dan dipandang cukup lengkap, maka penulis mengolah dan

30 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him. 177.
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menganalisis bahan dengan memisahkan bahan menurut kategori masing-masing,
kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.
. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini teknik penarikan kesimpulan menggunakan penarikan
kesimpulan secara deduktif yaitu proses untuk menarik kesimpulan berupa prinsip
atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.
Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi. Dimulai dari hal-hal umum,
menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah. Proses
pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau

hukum menuju kepada hal-hal yang konkret.
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